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RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR: 02 TAHUN 2015

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

oe.

ty

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 ayat {1)Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kenangan Dacrah, Pasal 330 ayat {1}, Peréturan Menten Dalam
Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Fedoman Penpelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Mentert Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penubahan
Kedua atas Peraturan Menten Dalam Negrn Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah;

bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum
memiliki peraturan perundangan terkait dengan pengclolaan
keuangan dacrah yang akan dijadikan dasar atau pedoman
dalam menyiapkan paket regulast pengelolean keuangan daecah
di Kabupaten Mamuju Tengah schingga Pe menntah Kabupaten
Mamuju Tengah perlu menyiapkan dan menyusun peraturan
sesuai Vang diamanatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan hurof b, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
Tengah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200- tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003

Undang-Undang Nomor
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286];
Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor $355),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 entang Pemeriksaan
Penvelolaan dan Tanggung Jawab Keuangiin Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomcr 4400),

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomer 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentane Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Dacrah
{\Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

6.

Undang-Undaneg Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
{Indonesia Nomor 4723):
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentanp Keseyahteraan
Sosial [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lemburan Negara Repubik Indoncsta Nomor
4967):
Undane-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Repubuk Indonesia
Nomor 5049);

8.

9,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republhk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),
Undanp-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pernbentukan
Kabupaten Mamuju Tengah di Prownsi Sulawes: Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397};

11

Undane-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambuhan Lembaran Negare Repubhk Indonesia
Nomor 5587) sebapaiman telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Penggantih Undang-Undang Republik Indancsia
Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nome r 5589),
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
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23.

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angpgota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagammana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Femerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah {Lembaran Negara’ Repubtik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712),
Peraturan Pemcrintah Nomor 54 Tahun 2C05 tentang Pinjaman
Daerah (Lermnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);
Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan |Lembaran Neyara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4575);
Peraturan Pemernntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern
Informasi Keuangun Daerah (Lembaran Negara’ Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576};
Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Htbah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Repukhk Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4577),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Penzelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambal.an Lembaran Negara
Repubhik Indonesia Nomor 4578);
.Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2U05 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembuaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4585},
.Peraturan Pemenintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman21
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4593):
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemenntah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan daerah Provnsi, dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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31.

33.

34.

2007 Nomor 82, Tambahan Lembarun Negara Republik
Indonesia Nomor 4737):
.Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi24
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007. Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741),
-Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lemburan Negara Republik
Indonesia Nomor 5165),
-Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah26
Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 527 2};
.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan27
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5334);
Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerak schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menters Dalam Negen Nomor 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
.Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaia? Standar Pelayanan
Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
Peraturuan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan
Daerah,
.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang32
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan
Sossal Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Helanja
Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penecrapan Standar Akuntansi Pemenntahan Berbasis Akrual
Pada Pemenntah Daerah;
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Dengan Persctujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
dan

BUPAT!I MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah, adalahBupati Mamuju Tengah dai Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemenntahan dacrah.
3. Bupau adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan olch

pemenntah dacrah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas
otonom dan tugas pembantuan dengan pnnsip otonom: seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajyiban dacrahdalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yangdapat dmilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentukkekayaan yang berhuabungan dengan hak
dan kewayibun daerahtersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatanyang meliputr
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan, psertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangandaerah,

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnyadisingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunanpemenntahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama olehpemerintah dacrah dan DPRD, dan ditetapkan denganperaturan
daerah.

9, Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati Mamujyu Tengah
untuk meiaksanakan peraturan daerah, atau peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, atau mengadakan kebyakan baru.

10. Pemegang Kekuasann Pengelolaan Keuangan Dacrah adalahBupati yang
karena jabatannya mempunyai kewenanganmenyelenggarakan keseluruhan
pengclolaan keuangan daerah. :

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkatPPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerahyang selanjutnya dtsebut



12.

13.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

25.

26,

dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelulaan
APBD danbertindak sebagai bendahara umum daerah.
Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BUDadalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagaibendahara umum dacrah.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah peyabat yang diberi kuasa untukmelaksanakan tugas BUD.
Satuan Kena Pengclola Keuangan Daerah vang disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah pada pemerintah dacrah sclaku pengguna
anggaran/pengguna barang, vang juga mclaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

14

.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah15-

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /barangy.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan16

-

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungst SKPD vang
dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengeuna
anggaran,/pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.
Pejabat Panatausahaan Keuangan Dacrah SKPD vang selanjutnya disingkat
PPK-SRKPD adalah pejabat pada lingkup SKPD yang bertangeungjawahb
melaksanakan tatausaha keuangan dan pelaporan atas) pelaksanaan APBD
pada masing-masing SKPD.
Pejabat Panatausahaan Keuangan Daerah PPKD yang selanjutnva disingkat
PPK-PPKD adalah peyabat pada lingkup SKPKD vang_ bertanggungjawab
melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah.
Peyjabat Pelaksana Teknis Kegiatan vang selanjutnva disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kena SKPD vang mclaksanakan satu atau beberapa kepiatan
dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnva.
Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertangpung-
jawabkan penenmaan uang vang bersumber dari transakst PPKD.
Bendahara Penerimaan SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
IMCNETIINA, ILC LAV LIT pearl, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertangeungawabkan uang pendapatan daerah dalam _— rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

4. Bendahara Penerrmaan Pembantu SKPD adalah pejabat fungstonal yang
ditunjuk untuk menerima, menvimpan, menyetorkan, menatausahakan. dan
mempertanggung-jawabkan wuang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kena SKPD.
Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menemnma, menyinpan, membayarkan, menata-usahakan dan
mempertanggungawabkan uang untuk keperluan transaks: PPKD.
Bendahara Pengceluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menenma,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabken
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30.

32,

33.

34.

36,

37.

38.

39,

40.

uang untuk keperluan belanja dacrah dalam rangka pelaksanaun APBD pada
SKPD

. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional vang ditunjuk27
menerima, menvimpan, membayarkan, menata-usahakan dan
mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja dacrah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
Enutas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdin atas satu atau lebih
entitas akuntansi vang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan kcuangan.
.Entitas akuntans: adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akurtansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelapcran.
Unit kerja adalah bagan SKPD yang melaksanakan satu ataubeberapa
program.

. Kas Umum Daerah adalah tempat penympanan uang daerahvang ditentukan31
olch Bupati untuk menampung seluruhpenenmaan dacrah dan membavyar
seluruh pengeluaran dacrah.
Rekening Kas Umum Duerah adalah rekening tempztpenyimpanan uang
daerah yang ditentukan olch Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
dacrah dan membayarseluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang selanjutnya disingkat
RPIMD adalah dokumen perencanaan dacrah untuk pencde 5 {hma) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya discbut Rencana Kena
Pemenntah Daerah (RKPSD), adalah dokumen perencaiaan Dacrah untuk
penode } (satu) tahun.

5. Tim Angearan Pemenntah Dacrah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tlm
yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebyakan
kepala dacrah dalam rangka penyusunan APRD vang arggotanya terdin dari
pejabat perencana dacrah, PPKD dan pejabat lainnya sesua dengan
kebutuhan.
Kebijakan Umum APBD vang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen vang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasannya untuk periode 1 (satu) tahun,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang sclanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
vang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sctbhagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRLD.

RencanaKkerna dan Anggaran Satuan Keja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang
berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD
sebagui dasar penyusunan APBD.
Rencana Kena dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnyva disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan
PengelolaKkcuangan dan Aset Daerah sclaku Bendahara Umum Daerah.
Keraneka Pengeluaran Janeka Menengah adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebyakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebyakan
terscbut dilakukan dalam perspektuf lebih dari satu tahun anggaran, dengan
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36,

w ~)

38.

40.

41.

43.

44,

45.

46.

47.
48.
49.

memperumbangkan implikas: baya akibat keputusan yang bersangkutan pada
tahun benkutnva vang dituangkan dalam prakiraan maju.
Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk
tahun angparan benkutnya dan tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegratan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun benkutnya.
Kinerja adalah keluaran/hasi dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapal sehubungun dengan penggunaan anggaran dengan kuanutas dan
kualitas vang terukur.

. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis
belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan vang didasarkan pada
prinsip pencapaian efisiens: alokasi dana.
Fungs! adalah perwujudan tugas kepemenntahan dibidang tertentu: vang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemenntahan yang menjadi hak39
dan kewajiban setiap tngkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengumis fungsi-fungsi tersebut vang menjadi kewenangannva
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, c.an mensejyahterakan
masvarakat.
Program adalah penjabaran kebtjakan SKPD dalam bentuk upaya vang benisi
satu atau lebth kegiatan dengan menggunakan sumber daya vang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
Kegiatan adalah baman dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kera pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdirt dan sekumpulan tindakan pengerahan sumber dava
bak yang berupa personil (sumber dava manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dan beberapa atau kesemua
jems sumber daya tersebut sebagai masukan (input) antuk menghasilkan
keluaran foutput/ dalam bentuk barang,'jasa.

. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dan suatu program atau42
keluaran yang diharapkan dan suatu kegiatan,
Keluaran foutput) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan vang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebyakar,
Hasul foutcomej adalah segala sesuatu. vang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang dacrah yang ditentukan
oleh kepala dacrah untuk menampung seluruh pencnmmaan dacrah dan
digunakan untuk membayar scluruh pengeluaran daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
dacrah yang ditentukan oleh kepala dacrah untuk menampung seluruh
penenmaan dacrah dan digunakan untuk membayar scluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditctapkan.,
Penerimaan Duerah adalah uang vang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dan kas dacrah.
Pendapatan-LRAadalahsemuapenerimaanRekeningKasUm 1mDacrah vang
menambah Saldo Anggaran CLebihdalam periode tahun anggaran



51.

53.

54.

58.

60.

yanybersangkutan yangmenjadihakpemerintahdacrahdanudakperlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.

. Transfer masuk adalah pencrimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya
penerimaan dana perimbangan dan pemcerintah pusat dan dana bagi hasil dan
pemenntah provinsi.
Pendapatan-l.Oadalahhakpemerintahdacrahyangdiakuisetagai penambah
ckuitasdalam penode tahunanggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kemball.

. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang22
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam penode tahun anggaran
bersangkutan yang Udak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemenntah dacrah.
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas
pelaporan lain seperti pengeluaran untuk bantuan keuangan kepada desa atau
bantuan keuangan kepuda pemerintah dacrah lainnya.
Beban adalah penuninan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan vang menurunkan ckuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnva kewajiban.

_ Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan dacrah danol
belanja daerah

. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan2
belanja daerah.

.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembalioc
dan/atau pengeluaran yang akan ditenma kembali. baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran bernikutnya.
.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SilPA adalah54
selisih lebih reahsasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

penode angearan
_Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengalubatkan daerah
menenma scjumlah uang atau menerima manfaat yang bernilar uang dan
pihak lain schingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wayib dibayar kepada pemenntah26
daerah dan,'atau hak pemerintah daerah yang dapat dimiar dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah57
dan/atau kewajiban pemernntah dacrah yang dapat dimiai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mer danai kegiatan yang
memerlukan dana relauf besar yang dak dapat dipenuii dalam satu tahun
anpraran.
_Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ckonomis59
seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sostal dan/atau manfaat lainnva
schingga dapat) meningkatkan kemampuan pemenrtah dalam rangka
pelavanan kepada masyarakat.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah vang
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61.

69.

73,

sclanjutnva disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatandan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
olch penpgguna anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keiuangan Daerah vang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran
badan pengelola keuangan dan aset dacrah selaku Bendahara Umum Daerah.

2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah
vang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
_Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL62
adalah dokumen vang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar
pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari64
penenmaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap penode.

. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yangra

LS

menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan keyiatan sebagai dasar
penerbitan SPP.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah66
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertenggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembavaran.

. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP : dalah dokumen yangCad
é

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk perminta;n uang muka kena
yang bersifat pengisian kembal: (revolving) yang tidak day at dilakukan dengan
pembayaran langsung.
_SPP Ganu Uang Persediaan yang sclanjutnya disingkat SPP-GU adalah68
dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan
pengeann uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.
SPP Tarmbahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatar, SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.
SPP Langsung vang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen vang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, peneriuna, peruntukan, dan
waktu pembavaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
Surat Penntah Membayar vang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen71
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggariun/kuasa pengguna
angeuran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluarar. DPA-SKPD.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran IDOPA-SKPD

yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
Surat Perintah Membayar Gant Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
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74,

75.

76.

79.

80.

81.

SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.
Surat Penntah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
angvaran/kuasa pengguna angearan untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan vang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah
dokumen vang diterbitkan olch pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak
ketiga.
Surat Penmntah Pencairan Dana yang selanjutnya dis ngkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

. Barang Malik Dacrah adalah semua barang vang dibel atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dan perolehan lainnva yang sah.

. Kerugan Daerah adalah kekuranygan uang, surat berharga, dan barang vang
nvata dan past jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum bak
sengaa maupun lala.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD /unit kerya pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yvang dibentik
untuk memberikan pelayanan kepada masvarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang diyual tanpa mengutamakan mencan keuntungan, dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produkuvitas.
Kegiatan Tahun Jamak adalah kegmatan vang dianggarkan dan dilaksanakan
untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pelccnaannya dilakukan
melalui kontrak tahun jamak.
Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingxat BOS merupakan
dana yang digunakan terutama untuk biava non personalia bagi satuan
pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wayib belajar, sesuai dengan
peruturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah melipuu:
a. hak dacrah untuk memungut pajak daerah dan r2tribusidaerah serta

melakukan pinjaman,
kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusanpemeantahan dacrah dan
membayar tagmhan pihak ketuga;
penerimaan daerah:
pengeluaran daerah,

c.

1]



e. kekayaan dacrah yang dikelola sendin atau olch pihak lainbcrupa uang, surat
berharga. piutany, barang, serta hak-haklain vang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekavaanyang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemenntah daerahdalam raneka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dacrahdan/atau kepentingan umum.

t.

Pasal 3

Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah vang diatur dalam PeraturanDaerah ini

meliput::
a. asas umum pengelolaan keuangan dacrah;
b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;

rm
m
o

ve
s

g

asas umum dan struktur APBD;
penyusunan rancangan APBD;
penetapan APBD,
pelaksanaan APBD:
perubahan APBD,
penatausahaan keuangan daerah,
akuntansi keuangan daerah:

pertanggungjawahan pelaksanaan APBD,
pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dacrah,

penyelesaian kerugian dacrah;

L

J.
k.

_kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD;
kedudukan keuangan kepala daerah/wakal kepala daerah:

pengclolaan keuangan badan layanan umum dacrah,; dan

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah

BAB III
ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1) Keuangan dacrah dikelola secura tertib, taat pada peraturanpenindang
undangan. efisien, ekonomis, efekuf, transparan,dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistemyang
terinteprasi vang diwuyjudkan dalam APBD yang sectiaptahun ditctapkan dengan
peraturan dacrah.



BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

(1) Bupatu selaku kepala pemerintah daerah adalahp:megang kekuasaan
pengelolaan keuangan dacrah danmewakili pemenntah dacrah dalam
kepemilikan kekayaandaerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerahsebagaimana dimaksud
pada avyat (1] mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebyakan tentang pclaksanaan APBD;

B

b. menctapkan kebiakan tentang pengelolaan barang daerah;
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran /barang;
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahera pengeluaran;
c. menctapkan pejabat yang bertugas melakukan pem angutan penermaan

daerah,
f_ menetapkan peyabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan

plutang daerah:
g. Menetapkan pejabat vang bertugas melakukan pengelolaan barang milik

dacrah. dan
h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan

memenntahkan pembayaran,
(3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan’= dacrah

melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
a. sekretaris duerah selaku koordinator pengelola keuangin daerah:
b. kepala satuan kena pengelola keuangan daerah selaku PPKD; dan
c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/baranz daerah.

(4) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan pada prinsip
pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang
menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

|1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan dacrah
sebavaimana dimaksud pada Pasal 5 avat (3) huruf a terkait dengan peran dan
fungsinva dalam membantu) Bupati menyusun kebiyakan dan
mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemenntahan dacrah termasuk
pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:
a. penvusunan dan pelaksanaan kebyakan pengelolaanAPBD,

le
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b. penyvusunan dan pelaksanaan kebijakan pengclolaan burangdacrah;
penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD;

d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, danpertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

¢. tugas-tugas pejabat perencana dacrah, PPKD. dan pejabatpengawas
keuangan daerah, dan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangkupertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

(2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat_ (I)koordinator
pengclolaan kcuangan dacrah juga mempunyaitugas:
a. memimpin tim anggaran pemenintah daerah:

menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD,
menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
melaksanakan tupas-tugas koordinas: pengelolaankeuangan dacrah lainnya
berdasarkan kuasa yangdiltmpahkan oleh Bupat .

Koordinator pengelolaan kecuangan dacrah bertanggung jawvabatas pelaksanaan
tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) kepada Bupat: .

a.
¢.

(3

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud daam Pasal 5 ayat (3)
huruf b mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebyakan pengclolaan keuangan daerah,
bo menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD,
c. melaksanakan pemungutan pendapatan dacrah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;
d. melaksanakan fungs: Bendahara Umum Daerah,
e. menyusun laporan Keuangan dacrah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD; dan
f melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Bupati
(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebyjakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPOD,
ec. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. membenkan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan’= dan

pengeluaran kas dacrah;
melaksanakan pemungutan pajak daerah,

f. menctapkan SPD.
zg. menviapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian >injaman ataS nama

pemerintah dacrah;

)

e.
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h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dacrah,;
1 omenvajikan informusi keuangan dacrah,; dan
J. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengeloaan seria penghapusan

barang miltk daerah.
(3) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui

sekretans dacrah,
(4) Fungs: pemungutan pendapatan dacrah scbagarmana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pendapatan.
(5) Fungsi BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan olch

Dinas Pendapatan Dacrah,

Pasal 8

(1) PPKD selaku BUD dalam melaksanakan fungs! sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 ayat (2) menunjuk peiabat di lingkungan satuan kena pengelola
keuangan dacrah selaku kuasa BUD,

(2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Bupati .

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada avat (1), mMempuntyai tugas:
a. menyiapkan angguran kas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D, dan
d. menyvimpan seluruh bukti ashi kepemilikan kekayaan dierah;
c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan

atau lembaga keuangan lainnya vang ditunjuk;
f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD,
g. menyimpan uang daerah;
h. melaksanakan penempatan uang dacrah dan mengelola/menatausahakan

investasi;
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
angeuran atas beban rekening kas umum daerah,
melaksanakan pembenian puujaman atas nama pemerintah daerah;

k. melakukan pengclolaan utang dan piutang dacrah; dan
1. melakukan penagihan piutang daerah.

(4) KuasaBLD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
(5) Tugas Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan

oleh Bidang Asct BPKAD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan satuan kerja
pengelola keuangan dacrah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

i.



b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,
menviapkan pelaksanaun pinjaman dan pembenan jaminan atas nama

pemerintah daerah,
d. mclaksanakan sistem akuntans: dan pelaporan keuangan daerah,

menyajikan informas: keuangan daerah: dan
f. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang

muihk daecrah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Pasal 10

Peyabat pengguna angparan/pengguna barang dacrah mempunyaitugas dan
wewenang:
a. menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;
menyusun DPPA-SKPD;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban anggaran
belanja:
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,

b,
c.
d.

melakukan pengujian atas tagihan dan memenntahkanpembayaran,
mejaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

rm
a

m
o

mengadakan ikatan/perjanyian kerjasama dengan pihak laindalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.
mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawabSkKPD yang
dipimpinnya,

j. mengelola burang milik daerah/kekayaan dacrah yang mcnjaditanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya,

k. menvusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD vangdipimpinnya;
1 mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupau;
n. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengadaan

barang/jasa pada SKPD masing-masing;
o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalur

Sekretaris Dacrah.

Pasal 11

(1]) Peyabat peneyguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebaman
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna
angparan/kuasa pengyuna barang.

(2) Petimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1|

berdasarkan pertimbangan Ungkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah
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13)

(4)

(9)

(1)

(2)

(1)

uang vang dikelola, beban kerja, lokasi, kompcetensi, rentang kendali, dan/utau

pertimbangan obyektf lannya.
Pelimpahan schagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditctapkan oleh kepala dacrah atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

meliputi:
a. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpimnya:

c, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/penanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditctapkan,
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
f. mengawasi peiaksanaan aneparan unit kerja yang dip:mpinnya; dan

gz. melaksanakan tugas-ltugas kuasa pengguna angguran lainnya berdasarkan

kuasa yang dilimpahkan olch pejabat pengguna anggaran,
h. bertindak sebagai Peyjabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengadaan

barangjasa pada SKPD masing-masing;
Kuasa pengpuna anggaran,kuasa pengguna barang schagaimana dimaksud

pada ayat {1} bertangyung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna

angguran/pengguna barang.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pasai 12

Pejabat pengguna angeparan/penggzuna barang dan kuasa_ pengguna

angparan/kKuasa pengguna barang dalammelaksanakan program dan kegiatan

dapat menunjyuk peyabatpada unit kerja SKPD sclaku PPTK.

PPTK sebagaimana dimaksud pada avat (1} mempunyai tugasmencakup:
a. mengajukan permintaan dana kegiatan;
b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

d.menmiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan
kegiatan.

Dokumen angparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunif d mencakup
dokumen adminisuasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait

dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

(3

Pasal 13

Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1) berdasarkan

pertiumbangan kompetensi jabatan, anggarankegiatan, vSeban kena, lokasi,

dan/atau rentang kendahi danpertimbangan obyektif lainnya.



(2}

(1)

(2)

(3}

qh)

(2)

(3)

PPTK bertunggung jawab kepada pejyabat penggunaangegaran/kKuasa pengguna

angearan,

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD

Pasal 14

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-PPKD/DPPA-PPKD.

kepala SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha

kcuangan pada PPKD sebagai pejabat penatausahaan keuangan PPKD.

PPK-PPKD sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai tugas :

a. mencliti kelengkapan SPP-LS belanja tidak langsung ying disampaikan oleh

bendahara pengcluaran PPKD;
b. melakukan verifikasi SPP,
c. menyiapkan SPM,
d. melakukan verifikasi harian atas penerimaan PPKD,

c¢, meluksanakan akuntans: PPKD; dan

f. menwapkan Japoran keuangan pemerintah Daerah.

PPK-PPKD tdak boleh merangkap sebagai pejyabat vang bertugas melakukan

pemungutan penernmaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 15

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD,

kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada SKPD schagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. omenehti kelengkapan SPP-LS yang disampaikan oleh bendahara

pengeluaran dan diketahu:/ disetujui oleh PPTR;
b. menechtt kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gan dan

tunjangan dan penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan vang diajukan oleh bendahara

pengeluuran:
melakukan verifikasi SPP,

. Menyiapkan SPM,
melakukan venfikasi hanan atas penerimaan;

™
O
o
Q
o

melaksanakan akuntansi SKPD, dan

g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat vang bertugas melakukan

pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

18



Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasa) 16

({) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara

pengeluaran untuk melaksanukan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan angparan pada SKPD.

(2) Bendahara penenmaan dan bendahara pengeluaran sebagaiumana dimaksud

pada ayat [1] adalah pejabat fungsional.

(3) Bendahara pencnimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung

maupun tidak langsung dilarang melakukan kegatan perdagangan, pekerjaan

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak setagai penjamin atas

kepiatan'pekenaan,;'penjiaalan, serta membuka_ rekering/ gro pos atau

menvimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangen lainnya atas nama

probadi.
(4) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

Kuasa Pengguna Anggaran, Bupatl menetapkan berdahara penerimaan

pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unt kena terkatt,

{5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnva kepada PPKD selaku BUD.

BAB V
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu
Asas Umum APBD

Pasal 17

11) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penvelenggaraanpemerintahan dan

kemampuan pendapatan daerah.

(2) Penvelengeuraan urusan pemerintah provinsi vang penugasannya dilimpahkan
kepada kabupaten dan desa, didanai dan dan atas beban APBD.

(3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (t{/berpedoman kepada
RAPD dalam rangka mewujudkanpelayanan kepada masyarakat untuk

tercapainya tujuanbernegara.
(4) APBD mempunyar fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,alokasi,

distribust. dan stabilisasi.

(5) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawabanpelak3anaan APBD seuap
tahun ditetapkan dengan peraturandacrah.

Pasal 18

{1) Penerimaan dacrah terdiri dari pendapatan daecrah dan penecrimaan

pembiayaan daerah.
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(2) Pendapatan dacrah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1} merupakan

perkoraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan.
(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah

semua penenmaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran vang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran benkutnya.

Pasal 19

(1) Pengeluaran dacrah terdin dari belanja daerah, transfer dan pengeluaran

pembiayaan duerah.

(2) Belanja dacrah sebagaimana dimaksud pada pada avat (1) merupakan

perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan sccara adil dan merata

agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kclompok masvarakat tanpa
diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

(3) Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1!) merupskan transfer keluar

pengceluaran uang dari Pemerintah Dacrah sebagai entitas pelaporan ke entitas

pelaporan lain seperti pengeluaran untuk bantuan keuangan kepada desa atau

bantuan keuangan kepada pemcnntah daerah lainnya.

(4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pengeluaran yang akan ditemma kembali baik pada tr hun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

(1) Pendapatan, belanja, transfer dan pembiavaan daerah yang dianggarkan dalam

APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan penindang-undangan.

(2) Seluruh pendapatan dacrah, belanja daerah, transfer dacrah dan pembiayaan
dacrah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 21

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran terhitung mulai tanggal | Januari sampai dengan targgal 31 Desember.

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 22

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dani:

a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah:
ec. transfer daerah, dan
d. pembiayvaan daerah.

(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut

urusan pemenntahan dacrah dan organisasi yang bertanggung tawab
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melaksanakan urusan pemerintahan terscbut sesuai dengan pcraturan dacrah

tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 23

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 avat (1) huruf a

meliputi semua penenmaan uang melalui kas umum dac-ah, yang menambah
ekuitas, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak

perlu dibayar kembali vleh daerah.

Belanja dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b melipuu
semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurang) ckuitas
dana lancar, vang merupakan kewajiban dacrah dalam satu tahun anggaran
dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

(2

(34 Transfer daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat {1) huruf c adalah
transfer keluar vang meliputi bantuan keuangan kepada desa atau bantuan

kepada pemerintah daerah lainnya.
(4) Pembiavaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d

melipuu semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus.

Pasal 24

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a

dirinci menurut urusan pemenntah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obvek
dan mneian obyek pendapatan.

(2) Belanja dacrah sebugaimana dimaksud dalam Pasal 22 avat (1) huruf b dinne:
menurut urusan pemenntahan daerah, organisasi, program, kepnatan.

kelompok., jens, obyek dan rincian obyck belanja.

(3) Transfer daerah sebagarmana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c

dirinct menurut urusan pemerintahan dacrah, organisas., program, kepatan,
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja,

(4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1} huruf d

dinnci menurut urusan pemcrintahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek pembiavaan.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 25

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) hunif a terdin
atas:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Dana Transfer, Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Pasal 26

{1} Kelompok Pendapatan Ash Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang terdin atas:

a. pajyak daerah;
b. retribus: daerah,
c. hasil pengelolaan kekavaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain PAD vang sah.

(2) Jenis pajak daerah dan hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} huraf a dan huruf b dinnei tnenurut obvek pendapatan sesua dengan

undang-undang tentang pajyak daerah dan retribusi daerah.

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dinnc: menurut obye pendapatan vang

mencakup:
a. bagman laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik dacrah/BUMD,;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan= milik

pemenntah/ BUMN, dan
c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milk swasta atau

kclompok usaha masyarukat,

(4) Jenis lain-lain pendapatan ash daerah vang sah sebagaimana dimaksud pada

avat (1} huruf d. disediakan untuk menganggarkan penerimaan dacrah yang
tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil

penpgelolaan kekavaan daecrah yang dipisahkan dirinci menurut obyck

pendapatan antuara lain :

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahl:ansecara tunai atau

angsuran /ccilan,n,
b. jasa gira:
c. pendapatan bunga,
da penerimaan atas tuntutan gant kerugian dacrah;

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

f. penerimaan keuantungan dari selisih nilai tukar mipiah terhadap mata uang
asing;

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekeraan,
h. pendapatan denda pajak,
1.) pendapatan denda retnbusi;

j. pendapatan hasil eksekusi atas Jjaminan;
k. pendapatan dan pengembalian,
|. fasalitas sosial dan fasilitas umum;
m. pendapatan dari penyclengyaraan pendidikan dan pelatihan; dan

n. pendapatan dan Badan Layanan Umum Dacrah (BLUD!.
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Pasal 27

(1) Kelompok pendapatan dana transfer/dana perimbangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasai 25 huruf b dibagi menurut jenis pendapatan yang terdin

atas:
a. transfer pemerintah pusat - dana perimbangan,
b. transfer pemenntah pusat Jainnya, dan

c. transfer pemernntah provinsi.
(2) Jenis transfer pemerintah pusat - dana penmbangan dinnct menurut objek

pendapatan yang mencakup:
a. dana bagi hasil pajak,
b. dana bagi hasil sumber daya alam,
c¢. dana alokasi umum, dan
d. dana alokasi khusus.

(3) Jenis transfer pemerintah pusat lainnyadininci menurut objck pendapatan yang

mencakup:
4. dana otonomi khusus: dan
b dana penyesuaiani.

(4) Jenis transfer pemerintah provinsi dinnci menurut objek pendapatan yang

mencakup:
a. pendapatan bagi hasil pajak; dan
b. pendapatan bagi hasil lainnya.

Pasal 28

Kelampok Lain-lain pendapatan dacrah yang sah sebagaimana dimaksud daiam

Pasa) 25 huruf c dibagi menuru jens pendapatan vang mencakup:

a. hibah berasa) darn pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, badan

usaha dalam negeri atau luar negen yang tidak mengikat;n
b. dana darurat dari pemenntah dalam rangka penanggulangan

korban /kerusakan akibat bencana alam;
c. pendapatan daerah lainnya.

Pasal 29

(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan ash

daerah vang sah ditransfer langsung ke kas dacrah, dana perimbangan dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPRD.

(2) Payak dacrah, retribusi dacrah, komisi, potongan, keuntungan selisth nila
tukar rupiah, pendapatan dari penvelenggaraan pendidikan dan pelauhan, hasil

penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau

pendayagunaan kekayaan dacrah yang tidak dipssahkan yang dibawah

penguasaan pengguna anggaran/ pengguna barang dianggarkan pada SKPD,



{1)

(2)

(3)

Bagian Keempat
Belanja Dacrah

Pasal 30

Belanja daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah vang terdin dari urusan wayib, urusan pilihan dan

urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu. dapat
dilaksanakan bersama antara pemenntah dan pemenntah dacrah yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyclenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat daiam upaya memenuht kewajiban daerah yang dtwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelavanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial

dan fasilitas umum yang lavak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat

(2) diwajudkan melalui prestasi kena dalam pencapaian standar pelayanan

minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan dacrah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Klasifikasi belanja menurnit urusan pemerintahan schagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (1) terdin atas belanja urusan wanb dan belanja urusan

milahant .

1}

Klasifikas: belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada avat

(f]| mencakup:
(2)

pendidikan,
kesehatan,
pekerjaan umum.

penimahan rakyat;
penataan ruang;
perencanaan pembangunan;
perhubungan,;

. lingkungan hidup,
pertanahan,;
kependudukan dan catatan sipil;

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

keluarga berencana dan keluarga sejyahtera;

. sosial;
ketenagakerjaan,
koperasi dan usaha kecil dan menengah,

penanaman modal,

a.

d.
e.
f.

B.

1.

J.
k.

n.

kebudayuaan;q



kepemudaan dan ojah raga;

kesatuan bangsa dan poliuk dalam neger;+
t. otonomi dacrah, pemerintahan umum, sadministrast keuangan dacrah,

perangkat dacrah. kepegawaian dan persandian,

u. ketahanan pangan:
Vv. pemberdayaan masyarakat dan desa,

W. statistik;
XxX. keersipan;
y. kKomunikasi dan informatika; dan

Z. perpustakaan.
(3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mencakup:
a. pertanian;

kehutanan:
energi dan sumber daya mineral;

panwisata
keluutan dan perikanan;
perdayangan;
industn; dan

d.

f.

ketransmigrasian.h.
(4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian

atau bidang tertentu vang dapat dilaksanakan bersama antara pemcrintah

dan pemenntah daerah vang ditctapkan dengan ketentuan perundang-

undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kematan yang dikJasifikasi

menurut urusan wajib dan urusan pibhan.

Pasal 32

Belanja menurut fungsi digunakan untuk tujyuan kesclarasan dan keterpaduan

pengelolaan keuanyan negara terdin darz

a pelayanan umum;
ketertiban dan keamanan,

ekonomi;
hngkungan hidup;
perumahan dan fasilitas umum,

Kesehatan;
pariwisata dan budaya:

b.

m
n

an

agama;
pendidikan; serta

perlindungan sosial.
i
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(h)

(2)

(1)

(2)

{3}

(4)

(1)

(2)

Pasal 33

Belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3] ayat {2}

disesuaikan dengan Peraturan Dacrah tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah
Belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemenntah Daerah.

Pasal 34

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

{2} terdin dar:
a. Belanja Operas;
bh. Belanja Modal: dan
c. Belanja Tak Terduga.
Kelompok belanja operasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dibagi
menurut jenis belanja vang terdin dan:
a. belanja pegawar:

belanja barang:
bunga;
subsidi;
Ihbah: dan

. bantuan sosial,

Kelompok belanja moda) sebagaimana dimaksud pada asat (1) huruf b dibagi
menurat jens belanja yang terdin dar:
a. belanja tanah:
b. belanja peralatan dan mesin;

belanga gedung dan bangunan;
belanja jajan, irigasi dan jaringan;

ea
n

belanja auset tetap lainnva; dan
f. belanja aset lainnya.
Kelompok belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dan belanja tak terduga.

Pasal 35

Belanja pegawai sebagaamana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a adalah

belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghuasilan

lainnya yang dibenkan kepada pegawai negen sipil yang ditetapkan sesudai

ketentuan perundang-undangan.
Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan

turjyangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnva

yang ditetapkan sesual peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam

belanja pegawai.
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(1)

(4)

(5)

{1)

(2)

13)

{4}

(5)

{6)

11)

(1)

Pasal 36

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pezawa
negen sipil duerah berdasarkan pertunbangan yang obyekuf dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Persetuyuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada

pembahasan KLA.
(2}

Tambahan penghasilan sebayaimana dimaksud pada ava: {1) dibenkan dalam

ranpka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat

bertugas, kondisi kena, kelangkaan profesi, prestasi kena, dan/atau

pertimbangan objcktif lainnya.
Tambahan penghasilan berdasarkan’ pertimbangan obekuf lainnva

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka peningkatan kesejahteraan
uMUM Pegawal, seperti pembenan uang makan.

kKritena mengenai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

akan diatur Jebih lanjut dalam peraturan bupat.

{3)

Pasal 37

Belanja pepawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan

huruf b dianggarkan pada SKPKD dan SKPD berkenaan.

Bunga, subsid!, hibuh dan bauntuan susial sebagaimana dimaksud dalam Paaal

34 ayat 12) hurufc, dan hurufd hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD

Hibah dan Bantuan Sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 avat (2)

huruf edan huruf fdapat berupa uang, barang, atau jasa.,

Belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa uang seocagaimana dimaksud

pada avat (3) hanya dapat diangegarkan pada belanja SKPRD.

Belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa barang atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dianggarkan pada bclanja
SKPD
Mekanisme pembeman hibah dan bantuan sosial, lebih lanjut diatur dalam

Peraturan Bupaui tentang Mekanisme Pembernian Hibah dan bantuan Sosial.

Pasal 38

Belanjamodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, hunif b,
hurut c, huuf d, huruf e dan hunif f dianggarkan pada SKPKD dan SKPD
berkenaan.
Penganggaran belanja modal scbagaimmana dimaksud pada avat (1) yang

nantinva menjadi aset tetap harus memenuhi kriteria perlekuan belanja modal.(2}

Kriteria yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam kebijakan akuntansi

pemerintah Kabupaten Mamu)u Tengah.
{3}

Pasal 39

Belanjatak terduga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 avat (4) hanya dapat

dianggarkun pada SKPKD.
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(2) Mckanisme pengangguran dan pelaksanaan belanja tak terduga, Icbih lanjut
diatur dalam Peraturan Bupat) tentang MekanismePenganggaran dan

Pelaksanaan Belanja Tak Terduga.

Bagian Kelima
Transfer Daerah

Pasal 40

(1) Transfer daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf cadalah
transfer keluar yang dipergunakan dalam rangka mendanai pclaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Transfer daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas :

a. transfer; bagi hasil ke desa: dan
b. uansfer/bantuan keuangan.

(3) Kelompok transfer; bagi hasil Ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2|

hunaf a dibag) menurut jens transfer/ bagi hasi ke desa yang terdiri atas :

a. bagi hasil pajak,
b. bagi hasil retribusi; dan
c. bagi hasil pendapatan lainnya.

(4) Kelompok transfer /bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dibag: menurut jenis transfer /bantuan keuangan vang terdir atas °

a. bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, dan
b. bantuan keuangan lainnya.

Bagian Keenam
Surplus / (Defisit) APBD

Pasal 41

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dan

anggaran Gansfer daerah mengakibatkan terjadinya surplus a:au defisit APBD.

Pasal 42

(1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ter.adi apabila angearan
pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari jumlah anggaran belanja
daerah dan transfer daerah.

(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pengurangan utang,
pembentukan dana cadangan. penyertaan modal pemerintah, pembenan
pinjaaman kepada pemenntah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau

pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
(3} Penggunaan anggaran yang diperkirakan surplus ditetapkan dalam peraturan

dacrah tentang APBD.



Pasal 43

(1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ternjadi apabila anggaran

pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dan jumiah anggaran belanja

dacrah dan angegaran transfer dacrah.

{2} Batas maksimal defisit APBD untuk sctiap tahun anggaran berpedoman pada

penctapan batas maksimal defisit APBD olch Menten Keuangan.

(3} Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiavaan
untuk menutup defisit meliputi sisa lebih perhitungan angeparan tahun lalu,
transfer dan rekening dana cadangan, hasil penjualan kekayaan dacrah yang

dipisahkan, pencrimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penenmaan

piutang daerah.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan Daerah

Pasal 44

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d terdiri

dan penenmaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 45

(1} Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup:

a. SilPA tahun anggaran sebclumnya,
pencuiran dana cadangan,
hasil penjualan kekayaan dacrah yang dipisahkan;

penenmaan pinjaman,
penerimaan kembah pembenan pinjaman, dan

penerimaan piutang.

d
e,
f.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam P: sal 44 mencakup:

a.
b.
Cc.

a

pembentukan dana cadangan;
investast pemenntah dacrah;

pembavaran pokok utang, dan

pembenan pinjaman.

Pasal 46

(1) Pembiavaan neto merupakan schsih lebih penerimaan pembiayaan tcrhadap

pengeluaran pembiayaan
(2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembiayaan daerah diaiur dengan peraturan

Bupau.
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Pasal 47

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) scbagaimana
dimaksud dalam Pasa] 45 avat (1) huruf a mencakup pelampauan penenmaan
PAL, pelampauan penerimaan dana pemmbangan, pelampauan penenmaan lain-

lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan,

penghematan belanja, kewajiban kepada fihak keuga sampai dengan akhir tahun

belum tersclesakan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Bagian Kedelapan
Dana Cadangan

Pasal 48

11} Pemenntah daecrah dapat membertuk dana cadangan guna mendanai kegiatan

vang penvediaan dananya tdak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan

dalam satu tahun angearan,
(2} Pembentukan dana cadangan sebagammana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan

dengan peraturan dacrah.

(3 — Peraturan dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan

tuyuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatzn yang akan dibiaya
dan dana cadangan, besaran dan rincian,tahunan dana cadangan vang harus

diangearkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana

cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Rancangan peraturan dacrah tentang pembentukan dana cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan

rancangan peraturan dacrah tentang APBD.

(5) Penctapan rancangan peraturan dacrah tentang pembentukan dana cadangan

sebagaimana dimuksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan

dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang AF BD.

(6] Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dan

penvisihan atas penenmaan dacrah, kecual dari dana alokasi khusus,

pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk

pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

{7} Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada

rekening tersendin.
{8} Penenmmaan hasi] bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan

dalam portofoho dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan

dalaszn daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah

tentang APBD.
19) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan

dalam tahun anggaran yang berkenaan.
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BAB VI
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Pasal 49

Berdasarkan RKPD dan RPJMD, Pemerintah Daerah menyusun Rancangan APBD

Bagian Kesatu
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 50

(1) Bupau berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan
Menteri Dalam Negen setiap tahun menyusun rancangan KUA dan rancangan
PPAS.

(2) Dalam menyusun KUA dan PPAS sebagaimana dimak3ud avat (1) Bupati
dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sckretarns Dacrah.

(3) Rancangan KUA dan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada

avat (2). dizampaikan oleh Sckretaris Dacrah selaku kocrdinator pengelolaan

keuangan dacrah kepada bupau, paling lambat pada awal »ulan Juni.

Pasal $1

(1) Rancangan KUA memuat kondist ekonomi makro dacrah. asumsi penyusunan
APBD. kebyakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebiyakan

pembiayaan daerah, dan strateg) pencapaian.

(2) Strategi pencapaian sebugaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-

Jangkah konknt dalam mencapai target.

Pasal 52

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disusun dengan

tahapan scbagai berikut:
a. menentukan skala pnoritas pembangunan duerah;

b.) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan

c. menyusun plafon angeuran sementara untuk masing-masing

program /kepiatan.

Pasa] 53

(1} Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

ayat {3) disampaskan Bupati kepada OPRD sclambat-lambatnya pertengahan
bulan Jun tahun angpraran benalan untuk dibahas dalam pembicaraan

pendahuluan RAPBD tahun anggaran benkutnya.

{2) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1| dilakukan oleh TAPD bersama

panitia anggaran DPRD
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(3)

{1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
(4)

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebugaimanadimaksud pada avat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling
lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 54

KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (3), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan vang
ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu
bersamaan.,
Dalam halBupati berhalangan, dapat menunjuk pejabat vang diberi wewenang
untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 55

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat |1),
TAPD menylapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman
penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-
SKPD.
Rencana Kena dan Angegaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas
RKA-SKPD dan RKA-SKPKD
Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
maupun RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ;

a. pnoritas pembangunan dacrah dan program/kegiatan vang erkaut:
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program /kegiatan SKPI);
c. batas waktu penvampaian RKA kepada PPKD:
d. dokumen sebagai lampiran serat edaran meliputi KULA, PPAS. standar

analisa belanja dan standar satuan harga.

n,

Surat edaran Bupati penhal pedoman penvusunan RKA se 2agaimana dimaksud
pada ayat (I| diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran
benalan

(4}

Pengaturan lebih lanjut tentang penyusunan RKA diatur dengan peraturan
Bupati.

(3)

Bagian Ketiga
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 56

Dalam rangka penyiapan raperda APBD SKPD maupun SKPKD menyiapkan
dokumen penganggaran.
Dokumen yang dimaksud pada avat (1) terdiri atas FKA-SKPD dan RKA-
SKPKD.
Pada SKPD disusun RKA-SKPD.
Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-SKPKD.
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(9)

(6)

(1)

(2)

RKA-SKPD pada SKPKD mcmuat program/kegiatan yang dilaksanakan olch
PPKD selaku SKPD.
RKA-SKPKD pada SKPKD digunakan untuk menampung :

a. penenmasn pajak dacrah dan pendapatan yang berasal dan dana
pemmbangan dan pendapatan hibah,

b, belania bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social,
belanja bagi has), belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
dan

Cc. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 57

RKA-SKPD maupun RKA-SKPKDyang telah disusun olet. SKPD disampaikan
kepada PPRD untuk dibahas lebih kunjut oleh TAPD.
Pembahasan olch TAPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dJakukan untuk
menelaah :

a. kesesuaian antara RKA-SKPD/RKA-SKPKD dengan KUA, PPAS, prakiraan
maju pada RKA tahun benalan yang telah disetujyui tahun lalu, dan
dokumen perencanaan lainnya;

b. kesesuaian rencuna angyaran dengan standar analisis belanja, dan standar
satuan harga;

c. kelengkapan instrumen pengukuran kinena vang melipuu capaian kinera,
indixator kinena, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan
munimad:

d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
e€. sinkronisas: program dan kegiatan antar SKPD.
Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD maupun KEKA-SKPKD terdapat
keudaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SAPD melakukan
penyempurnaan.

Pasal 58

(1) RKAyang telah disempurnakanolech Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD

(2)

sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daeral: tentang APBD dan
rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
Rancangan peraturan dacrah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkap: dengan lampiran yang terdin dan :

a. ringkasan APBD;
b. ringkasan APBD menurut unisan pemcrintahan dacrah dan organisasi,
c mncan APBD menurut urusan pemerintahan daecrah, organssasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemenntahan daerah, organisasi.

program dan kepiatan,
ce. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemenntahan dacrah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara,
daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
daftar piutang daerah,
daftar penyertaan moda) {investasi) dacrah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asct tetap dacrah;

4
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11)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

{2)

). daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asct lain-lain;
k. daftar kepiatan-kematan tahun anggaran sebelumnya vang bellum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini,
daftar dana cadangan dacrah; dan

m. daftar pinjaman dacrah.

—

Pasal 59

Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebaguimana
dimaksud dalam Pasa] 55 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdin dan:
a. mngkasan penjabaran APBD; dan
b. penjabaran APBD menurut urusan pemerntahan daerah, organisasi,

program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, mncian obyek pendapatan,
beianja dan pembiayaan.

Rancangan peraturan Bupau tentang penjabaran APBD wajib memuat
penjelasan sebaear benkut:
a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
b. untuk belanja mencakup lokasi, dan
c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan

pembsayaan untuk kelompok penenmaan pembiayasan dan tujuan
pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Pasal 60

Rancangan peraturan dacrah tantang APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Bupati.
Rancangan peraturan dacrah tantang APBD scbagaimana dimaksud pada ayat

sebelum disampaikan kepada DPRD disosialsasikan ke pada masyarakat.
Sosialisasi rancangan peraturan daerah tantang APBD sebapaimana dimaksud
pada avat (2) bersifat membenkan informas: mengenai hak dan kewayiban
pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun
anggaran yang direncanakan.
Penvebariuasan rancangan peraturan dacrah tantang APED dilaksanakan oleh
sckerctaris dacrah sclaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pp

BAB VII
PENETAPAN APBD

Bagian Pertama
Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 61

Bupati menvampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta
lampirannva kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Okober
tahun anggaran sebelumnya dan tahun yang direncanakan untuk
mendapatkan persetujuan bersama.
Penvampaian rancangan peraturan dacrah tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat |1) disertai dengan nota keuangan.



Pasal 62

{1) Penctapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD
untuk mendapatkan persctujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (1) discsuaikan dengan tata terub DPRDKabupaten Mamuju Tengah.

(2) Pembahasan rancangan peraturan dacrah tentang APBDditekankan pada
kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.

(3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD,DPRD dapat
meminta RKA-SKPD/RKA-SKPKD berkenaan program dan kegiatan tertentu.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada avat (3) dituangkan dalam
dokumen persetujuan bersama antara Kepala Dacrah dan DPRD.

(S) Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan
DPRD paling lama | (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

(6) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangar. tctap, maka pejabat
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pcelaksana tugas
Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani
persetujuan bersama.

(7} Atas dasar persetujuan bersama scbagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupau
menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 63

{1) Dalam hal penetapan APBD mengalam: keterlambatan Bupati melaksanakan
pengeluaran setiap bulan scunggi-lingginya sebesar seperc uabelas APBD tahun
anggaran sebelumnya.

(2) Penpeluaran setinggi-ungginya untuk keperluan seuap bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperu
belanja pegawai, lavanan jasa dan keperluan kantor sehari-han.

u

Pasal 64

(1} Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

avat (5) tdak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan
pengcluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBI) tahun anggaran
sebelumnyva untuk membiayai keperluan setiap bulan.

(2) Pengeluaran sectinggi-ungginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipriontaskan untuk belanja yang bersifat mengikat
dan belanja vang bersifat wayib.

(3) Pengaturan lIebth lanjut mengenai belanja yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib ditetapkan dengan peraturan Bupat .

Pasal 65

Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64

ayat (1) setclah peraturan Bupau tentang APBD tahun berkenan ditetapkan.

Pasal 66

(1} Rencana pengeluaran sebagaimana d:maksud dalam Pasal 64 avat (1) disusun
dalam rancangan peraturan Bupat) tentang APBD.

‘a
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(2)

(3)

(1

(2)

Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dapat dilaksanakan setelah memperolech pengesahan dan Mendagn.
Rancanpan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilengkapi dengan lampiran vang terdin dari :

a. ringkasan APBD;
b. nngkasan APBD menurut urnisan pemerintahan dacrah dan organisasi,
¢ rinctan APBD menumut urusan pemerintahan daerah, organtsasi, program,

kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek penciapatan, belanja dan
pembiayaan,

d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan,
rekapitulasi belanja daerah untuk kesclarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara,
daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan,
daftar piutang daerah.
daitar penyertaan modal (investasi) daerah,
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset te.ap daerah,
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain,
daftar kegiatan-kegatan tahun anggaran’ sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anpgaran ini,
daftar dana cadangan daerah; dan

m daftar pinjaman dacrah.

%

f,

h.

Pasal 67

Penyampaian rancangan peraturan Bupati untuk meraperoleh pengesahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) paling lama 15 [lima belasi
hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama
dengan Bupat terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) han kerja Bupau udak
mengesahkan rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), Bupati menctapkan rancangan peraturan Bupau
dimaksud menjadi peraturan Bupati .

Pasal 68

Pelampauan dan pengeluaran setinggi-ungginya sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 64 avat (1) dapat dilakukan apabila ada kebyakan pemerintah untuk
kenaikan yvajr dan tunjangan pepawa negen sipil, bag: hasil payak daerah dan
retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban membayar
pokok pinjaman yang mendesak diluar kendali pemenntah.

Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 69

(1) Rancangan peraturan dacrah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD
dan rancangan peraturan Bupati tentang penjaba‘an APBD sebelum
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ditctapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampwkan kepada
Gubernur untuk dievaluast.

(2) Penvarnpaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserta dengan :

a. persctujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD;

b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD;
c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah

tentang APBD; dan
d. nota kecuangan dan pidato Bupati penhal penyampaian pengantar nota

keuangan pada sidang DPRD.
(3) Dalam hal hasilevaluasi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak sesuai

(7)

(1)

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan vang lebih
tinggi, Bupatt bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
han kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 70

Penvempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3)
dilakukan oleh TAPD bersama dengan panitia anggaran DPRD.
Hasi]) penvempumaan sebagaimana dimaksud pada aya: (1) ditetapkan olch
pimpinan DPRD.
Keputusan pimpinan DPRD sebayaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
dasar penetapan peraturan dacrah tentang APBD.
Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final
dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
Sidang paunpurna berikutnya sebagaimana dimaksud 2ada ayat (4) yaknt
setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD,
Keputusan pimpinan DPRD sebagidmana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
kepada Bupat: paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan terscbut
ditetapkan.
Dalam hal ppmpinan DPRD berhalangan tetap, maka peyatat yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD
yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

{2

(3)

(4

(3)

{6

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran AP'3D

Pasal 71

Rancangan peraturan dacrah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupaty menjadi
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD),
Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dilakukan
paling lambat tangga) 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD can peraturan Bupau
tentang penjabaran APBD kepada Gubemur paling lama 7 (tuyuh) han kena
setelah ditctapkan.

(2)

(3
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BAB VIII
PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 72

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) han kerja setelah peraturan cCacrah tentang APBD

ditetapkan, membentahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun

rancangan DPA-SKPD dan kepada kepala SKPKD untuk menyusun DPA-SKPD
dan DPA-SKPKD.

(2) Rancangan DPA-SKPD maupun DPA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat

11), Mennei sasaran yang hendak dicapal, program, kepgiatan, anggaran yang
disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penankan dana

tuap-uap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

{3) Pada SKPD disusun DPA-SKPD.

(4) Pada SKPKD disusun DPA SKPD dan DPA-SKPKD.

{5} DPA-SKPD pada SKPKD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh

PPKD seluku SKPD.
(6) DPA-SKPKD pada SKPKD digunakan untuk menampung :

a. penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang bcrasal dam dana

penmbangan dan pendapatan hibah,
b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belenja bantuan sosial,

belanja bagi hasil, belanja bantuan Kcuangan, dan belanja udak terduga:
dan

c, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dacrah.

(7) Kepala SKPD dan kepala SKPKD menverahkan rancangan DPA-SKPD maupun
OPA-SKPKD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kena setelah

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 73

(1) TAPD melakukan venfikasi rancangan DPA-SKPD maupun DPA-SKPKD
bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (hima helas} han kerja scyak

ditetapkannva peraturan Bupati tentang penjabaran APBD).

(2) Berdasarkan hasil venfikasi sebagaimana dimaksud psda ayat (1), PPKD

mengesahkan rancangan DPA-SKPD maupun DPA-SKPKDdengan perserujuan
sekretans daerah.

(3) OPA-SKPO maupun DPA SKPAKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kena pengawasan
dacrah, dan badan pemerika Keuangan paling lama 7 (tvjuh) hari kerja sejuk

tangga! disahkan.
(4) DPA-SKPD maupun DPA-SKPKD scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku

pengeuna angeparan/ pengguna barang,

AR



Bagian Kedua
Anggaran Kas

Pasal 74

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD maupun DPA-SKPKD
menyusun rancangan anggaran kas.

(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada PPKD sclaku BUD bersamaan denzan rancangan DPA-
SKPD maupun DPA-SKPKD.

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas dilaksanakan bersamaan dengan

pembahasan DPA-SKPD maupun DPA-SKPKD.

Pasal 75

(1) PPKD sctaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah dacrah guna mengatur
ketersediaan dana vang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran
sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD
maupun DPA-SKPKD vang telah disahkan.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada avat (1] memuat perkiraan arus kas
masuk yang bersumber dan penerimaan dan perkuraan arus kas keluar yang
digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam scuap periode.

(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas ditetapkan dengan peraturan Bupau .

Pasal 76

Pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, pelaksanaan angaran belanja daerah

dan pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah lebih Ianjut ditetapkan dengan

peraturan Bupatt .

Bagian Ketiga
Kegiatan Lanjutan

Pasal 77

{1) Sisa dana kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 adalah
dana atas beban belanja kegiatan yang belum discicsaikan sampa) dengan
akhir tahun anggaran yang pelaksanaannya akan dilanjutkan pada tahun

anggaran berikutnyva.
(2) Pelaksanaan kematan lanjutan sebagaimana dimaksud fada ayat |1) di atas,

didasarkan pada DPA-SKPD maupun DPA-SKPKD yang te. ah disahkan kembalt
oleh PPKID menjadi DPA-Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun) anggaran
benkutnya

(3) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi knitena:
a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran

berkenaan;: dan
b. keterlambatun penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kKelalaian

pengmina anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force

major.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB IX
PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Dasar Perubahan APBD

Pasal 78

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesual dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergescran anggaran antar

unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebib tahun sebeclumnya

harus digunakan dalam tahun berjalan,
d. keadaan darurat,; dan
ce. keadaan luar biasa,
Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

anggaran, kecuali dalam keadaan iuar biasa.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 79

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang t:dak scsuai dengan
asuinsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat |1) huruf a dapat
berupa tenadinya pelampauan atau udak tercapainya proyeksi pendapatan
dacrah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang
semula ditetapkan dalam KUA.
Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan
APBD sebagiumana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf a ke dalam

rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS. perubahan APBD.
Dalam rancangan kebiakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap
penjelasan mengenar:
a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam

perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan
APBD tahun anggaran berjalan;

c. Capaian target kinena program dan kegiatan yang h:rus dikurangi dalam
perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapas, dan

J. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan
dalam perubahan APBD apabila melampaut asumsi KUA.

Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagazmana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling
lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun angsraran berjalan.
Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBID

schagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas sclanjutnya discpakaty
menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling
lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(4

{5

40



(6) Daisam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan dacrah tentang
perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran
beralan, agar dihindan adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik
didalam rancangan peraturan dacrah tentang perubahan APBD.

Pasai 80

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yarig telah

disepakati sebagamana dimaksud daram Pasal 79 ayat (5), masing-masing
dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara

Bupati dengan pimpinan DPRD.

Pasal 81

(1} Berdasarkan nota kesepakatan scbaguimana dimaksud dalam pasal 80, TAPD

menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perthal pzdoman penyusunan
RKA-SKPD/RKA-SKPKD yang memual program dan kegatan baru dan atau
kriteria DPA-SKPD/DPA-SKPKD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam

pemibahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.
(2) Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat |1)

mencakup:
a. PFAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau

kriteria DPA-SKPD maupun DPA-SKPKD yang dapat diubah pada setiap
SKPD berikut rencana pendapatan dan alokasinya,;

b. sinkronisasi propram dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan
antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan
standar pelayanan minimal yang ditetapkan,

c batas waktu penyampaian RKA SKPD maupun RKA-SKPKD dan/atau DPA-
SKPD maupun DPA-SKPKDyang telah diubah kepada PPKD;

d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD maupun
SKPKD terkait dengan prinsip-pnnsip peningkatan efisiensi, efecktifitas,

transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka
pencapaian prestasi kerja, dan

e. dvukumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD,
PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar satuan harga.

(3) Pedoman penyusunan RRA dan/atau kntena DPA vang dapat diubah
scbagaimana cdimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling lambat

minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

n,

Pasal 82

Tata cara penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKDdalam perubahan APBD I|ecbih

lanjut diatur dengan peraturan Bupat,
Pasal 83

Perubahan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81

ayat (1| dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinena
program dan kegatan dan yang telah ditetapkan semula.
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(1)

(2)

(31

(4)

(S}

(6)

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Pasal 84

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat {1) huruf b serta pergeseran
antar obvek belanja dalam jenis belanja dan antar nincian obyck belanja
diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
Pergeseran antar nmncian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat
dilakukan atas persetuyuan PPKD,
Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas

persctujuan sekretans daerah,
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2| dan ayat (3)
dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupau tenteng penjabaran APBD
scbaga: dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD.
Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanyja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan caerah tentang APBD.
Angsaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau
pengurangan akibat pergeseran scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Bupati tentang penjabaran
perubahan APHD.

(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam

(1)

(2)

peraturan Bupat .

Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Dalam Perubahan APBD

Pasal 85

Saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan
tahun anggaran sebclumnya.
Keadaan vang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan scbaguimana dimaksud dalam pasal
81 ayat (1) hurufc dapat berupa:
a. membavar bunga dan pokok utang dan/atau obligast daecrah vang

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubaian APBD,
bo melunasi scluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
© mendanai kenaikan gaj: dan tunjangan PNS akibat adanya kebyakan

pemenntah,
d. mendanai kematan lanjutan;

mendana: program dan kegiatan baru dengan kntena harus disclesaikan
sampas dengan batas akhir penyelesaian pembavaran dalam tahun

anggaran beralan, dan
f mendana: kepatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan

dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun angparan
berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

a
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(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebclumnya untuk pendanaan pengcluaran

sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f

diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(4} Penggunaan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya untuk mendanai

pengeluaran sebugaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan

terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
(5S) Penggunaan saldo anggaran Iebih tahun sebclumnya untuk mendanai

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ec diformulasikan

terleoth dahulu dalam RKA-SKPD.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 86

{1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasajl 78 ayat (1) huruf d

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai benkut:

a, bukan merupakan kegiatan normal dan akuvitas pemenntah daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daera?; dan

d. memihki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemuhhan vang disebabkan olch keadaan darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, pemenntah daecrah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancanegan perubahan APBD,
(3) Pengciuaran scebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak yang kritenianya ditetapkan dalam peraturan daerah

tentang APBD.
(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) mencakup:
a. program dan kegiatan pelavanan dasar masyaraka: yang anggarannva

belum tersedia dalam tahun anggaran bernalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabida ditunda akan menimbulkan

kerugian yang Iebth besar bagi pemerintah dacrah dan masyarakat.

(5S) Dalam hal keadaan darurat tenadi setelah ditetapkannya perubahan APBD,

pemerintah dacrah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, dan pengeluaran terscbut disampaikan dalam laporan realisasi

anpearan,
(6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebth dahulu ditetapkan

dengan peraturan Bupat .

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 87

(1) Keadaan luar biasa secbagaimana dimaksud dalam pasa: 78 ayat (1) huruf e

merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penenmaan dan/atau
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(1)

(2)

(3)

{4

(3)

iV}

{2)

(3)

pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan Icbih besar dan

50° (ima puluh persen).
Persentase 50° (lama puluh persen) sebagaimana dimuaksud pada ayat (1)

merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan

belanja dalam APBD

(2

Pasal 88

Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebubkan estumasi penerimaan dalam

APBD mengalami peningkatan lebih dari 50s (lima puluh pcrsen| sebaguimana
dimaksud dalam Pasal 87 avat (1}, dapat dilakukan penambahan kegiatan baru

dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan

kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
Penambahan kegiatan baru scbagaimana dimaksud pada ayat_ 1/3)

diformuiasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
Penjadwalan ulang,'peningkatan capaian target kinernja program dan kepiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam

DPPA-SKPD,
RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebapaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dipunakan scbagai dasar penyusunan rancangan peraturan dacrah tentang

perubahan kedua APBD.

Pasal 89

Dalam hal kejadian luar biasa yang menycbabkan estimasi penerimaan dalam

APBD mengalami penurunan lebih dart 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasul 8&7 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan

ulang; pengurangan capaian target kinena program dan kcgiatan lainnya dalam

tahun angegaran beralan.
Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} diformujasikan ke dalam OPPA-SKPD,
DPPA-SKPD sehagaimana dimaksud pada ayat (2| digunakan sebaga) dasar

penyusunan rancang.an peraturan dacrah tentang perubahan kedua APBD.

Bagian Ketujuh
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 90

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD vang
akan dianggarkan dalam perubahan APBD vang telah disusun oleh SKPID

disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-

SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dengan kebyakan
umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD, frakiraan maju, yang
direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya,
serta capaian kinerja. indikator kanerja, standar analisis belanja, standar

satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat

program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat

ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksucl pada ayat (2). SKPD

melakukan penyempumuan,

)

(2)

(3)
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(1)

(2)

Pasal 91

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang
akan diangegarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh

SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang
akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadixan
bahan penyusunan rancangan peraturan dacrah tentang perubahan APB?) dan

rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD,

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penetapan Perubahan APBD

Pasal 92

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Bupati

tentang penjabaran perubahun APBD yang disusun oleh PPKD memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang udak

mengalami perubahan.

(1)

(2}

(1)

Pasal 93

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD se .agaimana dimaksud

dalam Pasal 92 terdin dar rancangan peraturan duerah tentang perubahan
APBD beserta lampirannyva.
Lampiran sancangan peraturan daeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

terdin dart:
a. ringkasan perubahan APBD,
b. rinekasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan dacrah dan

OTpaisasi:
¢ rincan perubahan APBD menurut urusan pemenntahan daerah, organisast,

pendapatan, belanja dan pembiayaan,
d. rekapitulast perubahan belanja menurut urusan pemenntahan dacrah,

organisasi, program dan kegiatan;
e. rekapitulasi perubahan belanja dacrah untuk keselaraaan dan keterpaduan

urusan pemenntahan daetrah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara;
daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

vy. daftur kegmatan-kegmatan tahun anggaran sebelumnya yang becrum

disclesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anpgaran ini, dan
h. daftar pinjaman daerah,

Pasal 94

Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD

sedagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdin dari rancanzan peraturan Bupatu

tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya
Lumpiran rancangan peraturan Bupati sebaguimana dimaksud pada ayat (1)

terdini dan:
a ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dacrah, bdelanja

daerah, transfer daerah dan pembiavaan daerah; dan

>
( Cad
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b, penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kepiatan,

kelompok, jens, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, transfer dan

pembiayaan.

Pasal 95

(1) Bupati: menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD,
beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua_ buian

September tahun anggaran bernalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Penyampaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disertai dengan nota kcuangan perubahan APBD.
(3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah

sebapuimana dimaksud pada ayat (1].
(4) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebyakan umum

pemibahan APBD serta PPA perubahan APBD yang teluh discpakati antara

Bupat’ dan pimpinan DPRD.
(5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan dacrah

tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3

(tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 96

(1) Raneangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disctujui
bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran

perubahan APBD sebclum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 {tiga} hari

kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

(2} Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) tidak sesuai

dengan kepentingan umum dan pcraturan perundang-undangan yang Iebih

tinggi. Bupati bersama DPRD mcelakukan penyempurnaan paling lama 7 {tujuh)
han kerja terhitung sejak diternmanya hasil evaluasi.

Pasal 97

Tata cara penvempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimalk:sudkan dalam Pasal
94 ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 70.

Pasal 98

Penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan APBD berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 71.

Pasal 99

(1) PPKD paling lama 3 {tga} han kena setelah peraturan daecrah tentang

perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD

agar mMenyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kepiatan vang
dianggarkan dalam perubahan APBD.

(2) DPA-SKPD vang mengalami perubahan dalam tahun benalan seluruhnya harus
disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kena Perangkat Daerah (DPPA SKPD).
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(3) Dalam DPPA-SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian

obyck pendapatan, belanja, transfer atau pembiayaan yang mengalami

penambahan atau pengurangan atau pergescran harus disertaa dengan

penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran bak sebelum dilakukan

perubahan maupun setclah duakukan perubahan.
(4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh

PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Dacrah.

BAB X
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian pertama
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 100

(1) Pengguna anggaran /kuasa pengguna angeguran, bendahara
penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menenma atau

menpguasal uang,’ barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Peyabat yang menandatangan: dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas

pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat

vang timbui dan penggunaan surat buku dimaksud.

n,

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Dacrah

Pasal 101

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :

a. pejabat yang dihen wewenang menandatangani SPD;
h. pejabat yang diberl wewenang menandatangani SPM;
¢. pejabat vang diben wewenang mengesahkan SPU;
dé. pejabat yang diben wewenang menandatangani SP2D,
¢. bendahara penenmaan dan bendahara pengeluaran,
f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja burga, belanja subsidi.

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanjya bagi hasil, belanja bantuan
keuangan, belanja tak terduga, transfer dan pengeluaran pembiayaan pada
SKPKD,

gy. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu
SKPD, dan

h pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
(2) Penetapan pejabat yang ditunjuk scbagai kuasa pengguna anggaran/kuasa

pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) F-uruf b dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,

didelegasikan olch Bupate kepada kepala SKPD.
(4) Pejabat lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

a PPK-SKPD yang dibert wewenang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada SKPD;
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{S)

(1)

{2}

(31

(1)

(2)

(3}

(4}

(5)

(1)

«=PPIK yang diberi wewenang meclaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan

pendapatan dacrah,
d. poabat vang diben wewenang menandatangani bukti pencemmaan kas dan

bukti penerimaan lainnya yang sah, dan
e. pembantu bendahara penenmaan dan/atau pembantu bendahara

pengyeluaran.
Penetapan pejabat sebaguimana dimaksud pada aya: (2) dan ayat (4)

dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

b

Bagian Ketiga
Penatausahaan Pencrimaan

Pasal 102

Penerimaan dacrah disector ke rekening kas umum dacrah pada bank

pemernntah vang ditunjuk dan dianggap sah sctelah kuasa BUD menerima nota

kredit.
Bendahara penenmaan wajib menvelenggarakan penatausahaan terhadap

seluruh penenmaan dan penyetoran atas penecrimaan vaig menjadi langgung

jyawabnya.
Pengaturan Jebih lanjut tentang sistem dan prosedur penatausahaan

penerimaan daerah diatur dalam peraturan Bupati .

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 103

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajyemen_ kas

menerbitkan SPO yang distapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangan: oleh

PPKD.
Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen

Jain yany dipersamakan dengan SPD.
Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perbulan,

pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

Bendahara pengeluaran wanb menyelenggarakan penatausahaan terhadap
scluruh peneeluaran dan pertanggungjawaban pengeluaran yang menjadi

tangguneg jawabnyva.
Pengaturan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penatausahaan

pengeluaran dacrah diatur dalam peraturan Bupau .

BAB XI
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasa! 104

Entitas pelaporan dan enttas akuntansi menyelenggarakan kebitakan
akuntans: dan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
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{2}

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(9)

Kebijakan akuntansi pemerintah dacrah berbasis akrual scbagaimana
dimaksud pada avat {1} meliput: serangkiuan prakok-prakuk yang dipshh darn

pemyatuan standar akuntanst pemerintahan (PSAP) berbasis akrual untuk

diterapkan oleh enutas bersangkutan sebagai dasar daJam

penganggaran.penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan

data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelapo-an keuangan dalam

rangka pertangeungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara

manual atau menggunakan aphkasi komputer.
Entitas pelaporan melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah {BPKPD) sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD},

Entitas akuntanst melekat pada masing-masing Satuan Kena Perangkat Daerah

(SKPO}) vang pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan

{PPK| SKPD,
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagasmana dimaksud

pada ayat (2), enutas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputs:

a. laporan realisasi anggaran;
laporan perubahan saldo anggaran Iebih;

laporan operasional,
laporan perubahan ekuitas,
laperan arus kas;

b.

e.

neraca, dan

g. catatan atas laporan kevangan.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), enutas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputt:

laporan rcalisasi anggaran,
laporan operasional;
Japoran perubahan ekuitas:
neraca, dan

. catatan atas laporan keuangan.
ebyakan Akuntansi Pemernntah Daerah daecrah scbagaimana dimaksud pada

ayat (1; ditetapkan dengan peraturan Bupau

a.
b.
c.

d.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan peraturan Bupat .
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BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 10S

(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran

pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanuan angpgaran yang

menjadi: tanggung jawabnya disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan

benkutnya.
(2) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama

anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis i ntuk 6 (enam) bulan

benkutnya kepada PPKD schagai dasar penyusunan laporan realisasi semester

pertama APBD.
(3) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara

menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran

pendapatan dan belanja SKPD schagaimana dimaksud padaayat (2) paling

lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkeni.an dan disampuaikan

kepada Sekretans Dacrah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 106

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan

benkutnva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) disampaikan

kepada Bupath pahng lambat minggu ketuga bulan .uli tahun anggaran

berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD

dan prognosis untuk 6 [enam) bulan berikutnva.

(2) Laporan realsasi semester pertama APHD dan prognosis untuk 6 [enam) bulan

benkutnya sebagaimana dimaksud pada (avat 1} disampaikan kepada DPRD

dan Menten Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran

berkenaan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 107

(1) PPK-SKPD menviapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan

dan disampakan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan

Ppertangcungjawaban pclaksanaan unggaran SKPD.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

PPRD schayai dasar penvusunan laporan keuangan pemenntah dacrah.

(3) Laporan kcuangan SKPD sebapaimana dimaksud pada ayat (2) terdin dan:

laporan realisasi anggaran;
laporan operasional;
laporan pernubahan ekuitas;
neraca; dan
catatan atas laporan keuangan.

an

a.



Pasal 108

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104pada ayat (3)

dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang

menjadi tanggung jawabnya_ telah diselenggarakan berdasarkan sistem

pengendahan intern yang memadai dan standar akuntansi pemenntahan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

(1) PPKD menyusun laporan kcuangan pemerintah daerah dengan cara

menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 107 ayat (4) paling lambat 3 (tiga) bulan setclah berakhirnya tahun

anggaran berkenaan,
(2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I|

disampatkan kepada Bupati melalui Sekretams Daerah sclaku koordinator

pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungawaban

pelaksanaan APBD.
(3) Luporan kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir dari:

laporan realisasi anggaran;
laporan perubahan saldu anggaran lebih;
laporan uperasional,
laporan perubahan ekuitas;
Japoran arus kas;
Nneraca; dan

. catatan atas Japoran keuangan.
(4) Laporan keuangan pemerintah daerah scebagaimana dimaksud pada ayat (2|

dilampin dengan laporan keuangan BUMD/penisahaan daerah.

(5) Laporan keuangan pemerintah datrah schagamana dimaksud pada ayat {1}

dilampin dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD

yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadal, sesuar dengan peraturan perundang-

undangan.

a.

d.
¢.
f

Pasal 110

(1) Laporan keuangan scbagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (3;

disampaikan olch Bupati) kepada Badan Pemenksa Keiaangan (BPK) untuk

dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (uga) bulan sctelah tahun anggaran
berakhir.

(2) Bupati membernkan tangeapan dan melakukan penvesuaian terhadap laporan

keuangan pemenntah dacrah berdasarkan hasil pemenksaan BPK.

Bagian Ketiga
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 111

{1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan dacrah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam)

bulan setelah tabun anggaran berakhir.
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(2)

(1)

(1)

(2)

Rancangan peraturan dacrah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memuat laporan keuangan yang mejiputa

taporan reahsasi anggaran laporan pemibahan saldo anggaran Iebih, laporan
operasional, laporan perubahan ckuitas, laporan arus kas. neraca, dan catatan
atas laporan keuangan, serta dilampin dengan laporar. kineryya yang telah

dipenksa BPK dan ikhusar ‘aporan keuangan badan usaha milik
daerah; perusahaan daerah.

Pasal 112

Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan
keuangan schagaimana dimaksud dalam Pasal 110 uayat (1), BPK belum

menyampaikan hasil pemenksaan. Bupatu menyampaikan rancangan
peraturan duerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD.
Rancangan peraturan dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampin
dengan laporan realisas: anggaran. neraca, laporan arus Kas, Catatan atas

laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang
disampatkan kepada BPh.

(2}

Pasal 113

Rancangan peraturan dacrah tentang pertanggungawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat {1) dirinci dalam rancanyien
peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapt
dengan lampiran terdin dart,
a. ringkasan laporan realisasi anggaran, dan
b. penjabaran laporan realisasi anggaran,

Pasal 114

(1) Agenda pembahasan rancangan peraturan dacrah tentang pertanggungjawaban

(2|

iT)

pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1}2 avat (1) ditentukan
oleh DPRD.
Persctujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama | (satu) bulan

terhitung scjak rancangan peraturan daerah ditenma.

Pasal 115

Laporan keuangan pemerintah daerah wayib dipublikasikan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan

keuangan vang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran
dacrah.

‘h
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(1)

(2)

Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 116

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
yang telah disetujul bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh

Bupati paling lama 3 (tiga) han kena disampaikan kepada Gubernur untuk
dievaluast.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang Icbih
tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak ditenmanya hasil evaluasi.

BAB XIlIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 117

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dacrah
kepada Satuan Kerja Perangkat Dacrah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten
Mamuju Tengah.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 118

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 meliputi pembenan
pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelauhan.
Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mencakup
perencanaan dan penyusunan APBD, pclaksanaan, penatausahaan, dan
akuntansi keuangan dacrah, pertanggungiawaban keuangan daerah,
pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
Pemberian bimbingan, supernsi, dan konsultasi sebagarmana dimaksud pada
ayat {1} mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaar.
penatausahaan, dan akuntansi keuangan dacrah, pertanggungawaban
keuangan ducrah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu,
baik secara menyeluruh kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (iSKPD]
maupun kepada Satuan Kerja Pengelola Kcuangan Daerah (SKPKD) tertentu
sesua) dengan kebutuhan.
Pendidikan dan pelatihan schagaimana dimaksud pada eyat (1) dilaksanakan
secara berkala bagi Bupat) atau wakil Bupat. pimpinan dan anggota DPRD,
perangkat dacrah, dan pegawai negen sipil dacrah serta kepada aparat
pengelola keuangan daérah.
DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang
APBD.



(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi
pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 119

Pengawasan pengelolaan keuangan dacrah berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Intern

Pasal 120

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan kcuangan dacrah, Bupat’ mengatur dan menyclenggarakan sistem

pengendahan intern.
(2) Pengendahan intern sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan proses

yang dirancang untuk membenkan keyakinan yang memadai mengenal
pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan
keuangan, efisicnsi dan efcktivitas pelaksanaan program dan kegiatan scerta

dipatuhinva peraturan perundang-undangan.
(3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya

memenuhi kriteria sebagay benkut:
a. terciptanya lingkungan pengendahan yang schat;
b. terselenggaranya penilaian risiko;
c. tersclenggaranya aktivitas pengendahan;
d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, dar.
e. tersclenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

(4) Penvelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada avat (1)
lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupat .

Bagian Ketiga
Pemecriksaan Exkstern

Pasal 121

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungawaban keuangan daerah dilakukan
oleh BPK scsuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 122

[1) Setiap kerugian dacrah yang dischabkan oleh tindakan melanggar hukum atau
kelalaian seseorang harus segera diselesaikan scsuai dengan ketentuan

perundang-undangan.
(2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejyabat lain yang

karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang



dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan dacrah, wajib
mengpanti kerugian tersebut.
Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rug, setelah mengetahui
bahwa dalam SKPD yang bersangkutan tenadi kerugian akibat perbuatan dan
pihak manapun,

(3

Pasal 123

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD
kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) han kerja
setelah kerugian daerah itu diketahui.

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai
negen sip bukan bendahara, atau pejyabat lain yang nyata-nyata melanggar
hukum atau melalaikan kewajibannva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
scgera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa
kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti
kerugian daerah dimaksud.

(3) Jika surat keteranyan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau
tidak dapat menjamin pengemodalian kerugian daerah, Bupati scgera
mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara
kepada yang bersangkutan,

Pasal 124

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan
daerah int berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukiun milik daerah, vang
berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negen sipal bukan bendahara.
atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemenntahan.

(2) Ketentuan penvelesman kerugian dacrah dalam peraturan daerah mi berlaku
pula untuk pengelola perusahaan dacrah dan badan-badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang udak diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersendin.

Pasal 125

(1) Pengenaan ganu kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan olch BPk.
(2) Apabila dalam pemenksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK

menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Pengenaan gantt kenugian daeruh terhadap pegawas negen sipil bukan bendahara
ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti kerugian daerah diatur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XV
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 128

Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur tersendin dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI/WAKIL BUPATI

Pasal 129

Kedudukan keuanean bupati/wakil bupati daerah diatur tersendin dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 130

(J) Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kena pada SKPD yang tugas pokok
dan fungsinya bersifat operasional dalam menycienggarakan pelayanan umum.

(2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1], be hubungan dengan:
a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan

Kualitas dan kuantitas pelavanan masyarakat,
b. pengelolaan wilavah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan/atau
c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ckonomi dan/atau

pelayanan kepada masyarakat,
(3; Penyediaan barangy dan atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a. dipnontaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan
kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal,

pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.

Pasal 131

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal i30 ayat (1), SKPD atau unit kerja pada SKPD
yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
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Pasal 132

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dan masyarakat atau badan lain.

Pasal 133

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuik teknis mengenai pengelulaan keuangan BLUD
diatur lebih lanjut melalui peraturanBupau dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

BAB XVII
PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 134

Berdasarkan Peraturan Dacrah im, Bupati menctapkan Peracuran Bupati tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 135

Semua peraturan dacrah yang berkaitan dengan pengclolaan keuangan dacrah
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah im

dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4) |
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LAMBANG
DAERAH

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Umum

Dalam raneka pelaksanaan kewenangan Pemenntah Daerah sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Dacrah yang dikuti dengan perimbangan kKeuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah scbagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2094 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan
Dacrah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilat dengan uang schingga
perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan Keuangan daerah. Pengeloiaan
keuangan dacrah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dar sistem

pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam

penyelenggaraan pemenntahan daerah.

Selain kedua Undang-Undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan
perundang-undaungan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang
telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UL Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakang terbitnya peraturan
perundangundangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara
dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin
dlaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memuliki tiga pilar
utama yaitu ansparansi, akuntabilitas, dan partisipauf,
Untuk mencapai tujuan tersebut. maka diperlukan adanya satu peraturan
pelaksanaan yang komprehensif dun terpadu (omnibus regulation) dan berbagai
undang-undang tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam

pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya.
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Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuanzan Dacrah.

Berdasarkan pemilaran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pokok muatan
Peraturan Daerah ini mencakup :

1, Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses
penvusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang
pengambilan keputusan dalam penctapan arah kebyakan umum, skala
priontas dan penetapan alokasi serta distnbusi sumber daya dengan
melibatkan partisipasi masavarakat. Oleh karenanya dalam proses dan
mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah init akan

mempernelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan
pertanggungjawaban baik antara eksckutif dan DPRD, maupun di-internal
eksekutf itu sendin.

Dokumen penvusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana kerja dan

Anggaran {RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikar. informas: yang jelas
tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja
dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh
masvarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan
anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa sctiap penyelenegpara
neyara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan
penggunaan sumber dayanya.

APBD merupakan instrumen vang akan menjamin terciptanya disiplin dalam
proses pengambilan keputusan terkait dengan kebiyakan pendapatan maupun
belanja dacrah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan
denyvan bak dan benar, maka dalam peraturan im diatur Jandasan
administratif dalam pengelolaan anggaran daecrah yang mengatur antara lain
prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara terub dan taat
azas, Sclain itu dalam rangka disiplin anggaran maka fenyusunan anggaran
baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus mengacu pada aturan atau
pedoman vang melandasinya apekah itu Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati .

Oleh karena ita dalam proses penyusunan APBD pemenntah daerah akan
mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan anpgaran dacrah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang
direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan
merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;, (2) Penganggaran pengeluaran
harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penenmuan dalam
jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegatan yang belum
tersedia atau tidak mencukup: kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan
APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran dacrah dalam tahun anggaran
yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui
rekening Kas Umum Daerah.
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Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperolelt melalui mekanisme

pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh

masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan pnnsip
kewajaran “honsontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran
horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang
sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dijandasi

pada konscp kemampuan wayjib payak/restribusi untuk membayar, artinva
masyarakat yang mempunya: kemampuan untuk membayar tingg: dibenkan
beban pajyak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbingkan kedua prinsip
tersebut pemerintah dacrah dapat melakukan diskriminasi tanf secara rasional
untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan
belanja dacrah secara adil dan merata agar relatif dapat d.nikmati oleh seluruh

kelampok masyarakal tanpa diskriminasi, khususnya dalam pembenan
pelavanan umum.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat cfisiensi dan efektifitas

anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan
secara jclas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang
ingn dicapaa, (2) Penetapan prionitas kepatan dan penghitungan beban kerja,
serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya vang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah
keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan§ (planning) dengan
penganggaran |budget| oleh pemenntah daerah, agar sinkron dengan berbagat
kebijakan pemerintah schingga udak menimbulkan tumpang tndih
pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemenntah
dacrah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertuyuan untuk menyelaraskan
kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan
sumber daya secara tepat sesuai kebyakan pemenntah dan mempersiapkan
kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu

pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal pentng agar dapat berfungsi
sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebyakan, angguran
memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan sccara tegas
penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, (2) fungsi utama anggaran
adalah untuk mencapai keseimbangan ekonom: makro dalam perekonomuan, (3)

anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurang: keumpangan
dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan
dengan Rencana Kerja Pemerntah Daerah, sebagai landasan penyusunan
RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPD.
Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepa ati dengan DPRD.
Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas pnontas dan platon
angparan sementara untuk dijadikan acuan bagi seuap Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
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Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-
SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana
Kena dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan bclanja untuk tahun
berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kena dan
Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan im disampaikan kepada
pejabat pengelola kcuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnva Pemenntah Daerah mengajukan Fancangan Peraturan
Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen
pendukunenya kepada DPRD untuk dibahas dan d:setujui. APBD yang
disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda
APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemenntah Daerah
dapat melaksanakan pengeluaran duerah setingg-tinginya sebesar angka APBD
tahun anggaran sebelumnya dengan priontas untuk belanja yang mengikat dan
wayib,

Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah2.

Bupati selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dacrah
adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dacrah.
Sclanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan kerja
Pengelola Keuangan Dacrah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah dan
dilaksanakan oleh satuan kena perangkat duerah sclaku pejabat pengguna
anyparan barang dacrah di bawah koordinasi Sekretans Daerah. Pemisahan im
akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab,
terlaksananya mekanisme checks and bulunces serta untuk mendorong upaya
peminekatan
profesionaiisme dalam penyclenggaraan tugas pemenntahan.

Dana vang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkan untuk dapat
menphasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna
kepentingan masyarakat.

Penubahan APBD dimungkinkan jika teryadi perkembangan yang udak sesuai

dengan asumsi kebyakan umum APBD, terdapat keadaan vang menvebabkan
harus dilakukan pergeserun anggaran antar unit organisasi, antar kepnatan,
dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menychabkan saldo
anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiavaan
anygaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah dacrah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjuinya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Daerah im adalah
membenkan peran dan tangming jawab vang lebih besar para pcjabat
pelaksana anggaran, sistem penguwasan pengeluaran dan sistem pembayaran,
manaemen kas din perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utanp.
pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Dacrah, larangan penyitaan
Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai negara/dacrah,
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penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan

pelaporan.

Schubungan dengan hal itu, dalam Peraturan Daerah ini diperjelas posisi
satuan kerja perangkat dacrah sebagai instansi pengguna angraran dan

pelaksana program. Sementara itu Peraturan Daerah im juga menctapkan
posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah sebagai Bendahara Umum

Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Namun demikian untuk menyclesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil

dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas
kecil harus bertanggung jawab mengelola dana vang jumiahnya lebih dibatasi

yang dalam Peraturan Daerah int dikenal sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembavaran, dalam rangka
meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat
dacrah serta untuk menghindan pelaksanaan verifikasi (pengurusan
administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam
satu Kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah}, fungst

penerbitan SPM diahhkan ke Satuan Kerja Perangkat Dacrah. Perubahan imi

juga dsharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan
memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel,
check and balance mungkin dapat terbangun melalui [a] ketaatan terhadap
Ketentuan hukum, {b) pengamanan dini melalui pemenksaan dan persetujuan
sesuai ketentuan yang berlaku, Ic] sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d|

menghindan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan) dan

membenkan keyakinan bahwa uang dacrah dikelola dengan benar.

Selanjutnva, seyalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada
satuan kerja perangkat dacrah, jadwal penenmaan dan pengeluaran kas secara

periodik harus disclenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit

penenma dan unit pengguna_ kas. Untuk itu, unt vang menangani
perbendaharaan di Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan
anusipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan

sebaliknva melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan
dan pemanfaatan kesempatan meclakukan investasi dan kas yang belum

digunakan dalam periode jangka pendek.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah3.

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk
menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi, Dalam rangka pengelolaan
keuangan duerah yang akuntabel dan wansparan, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemenntahan,
maka pemerintah daerah wayjib menvampaikan pertanggungjawaban berupa (1)

Laporan Realisasi Angegaran, (2) Laporan Operasional, (3) Laporan Perubahan
Saldo Angyalan Vebth, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, (5) Neraca, (6) Laporan
Arus Kas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Sebelum dilapo1kan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan
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keuangan perlu dipenksa terlebih dahulu oleh BPK. Fungsi pemenksaan

merupakan salah satu fungsi maniajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari

manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemenksaan telah

dikeluarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemenksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis

pemenksaan yang dijaxsanakan terhadap pengeloluan keuangan negara, yaitu

pemenksaan intern dan pemenksaan ekstern.
Pemenksaan atas pengeloluan keuangan dacrah dilaksanakan sejalan dengan

amandemen IV UULD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemenksaan atas laporan

keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemenksa Keuangan. Dengan demkian

BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemenntah
daerah,

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor

yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang
berlaku dan akan membernkan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Kewajaran atas laporan keuangan pemenntah im diukur dan kescsuaiannyva

terhadap standar akuntansi pemcnntahan. Selain pemenksaan ekstern oleh

BPK, juga dapat dilakukan pemenksaan intern. Pemeriksaun ini pada

pemenntahdacrah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Oleh karena itu dengan spint sinkronisasi dan sinergites terhadap berbayat

undang-undang terscbut diatas, maka pengelolaan keuangan dacrah yang
diatur dalam Peraturan Daerah imi bersifat umum dan Iebth meneckankan

kepada hal yang bersifat prnsip, norma, asas, lancasan umum dalam

penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pclaporan, pengawasan dan

perlanggunpawaban keuangan daerah.

Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara mnci

ditetapkan dalam Peraturan Bupat) . Dengan upaya terscbut, diharapkan
daerah didorong untuk lebih tanggap. kreatif dan mampu mengambil imsiatif

dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau
Kembali sistem terscbut secara terus menerus dengan tujuan memaksimalkan

efisicnsi tersebut berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dalam kerangka otonomi, Pemenntah Dacrah dapat mengadopsi sistem vang
disarankan oleh pemerintah sesual dengan kebutuhan dan kondisinya, dengan

tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.

B. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jeclas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.p



Pasa] 4
Ayat (1)
Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat
guna yang didukung dengan bukti-bukt administrasi yang dapat
dipertanggungawabkan.
Taat pada peraturan periundang-undangan adalah bahwa_ pengelolaan
keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Efektif meripakan pencapaian hasil program dengan target yang telah

ditctapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan
tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran
tertentu,

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan dacrah.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungawabkan pengelolaan dan pengendaban sumber daya dan

pelaksanaan kebjakan yang dipercayakan kepadanya dalam
=o
rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
dan/atau keseimbangan distnbusi hak dan kewajiban berdasarkan
pertimbangan yang obyckif,

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar
dan proporsional.
Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2]
Cukup jelas,iP

Pasal 5
Ayat (1
Cukup Jclas.

Avat [2)
Cukup relas,

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi
sekretars dacrah membantu kepala dacrah dalam men-jusun kebiyakan dan

mengkoordinasikun penyclenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk

pengelolaan kecuangan daerah.
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Avat {4]
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Avat (2)
Hurufa

Tim anggaran pemerintah dacrah mempunyai tugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD

vang anggotanya terdiri dan pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ec

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jetas.

Hurufe¢
Cukup jelas.

Avat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.p.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Hurufa

Cukup Jelas.1p

Huruf b
Cukup jclas.

Hunaf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.
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Hurufe
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Hurufh
Cukup jelas.

Hurufi
Utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan int adalah sebagai
akibat vang ditimbulkan dani pelaksanaan DPA-SKPD.

Hun}
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf|
Cukup jelas.

Hurufim
Cukup jelas.P.

Hurufn
Cukup jelas.

Hunifo
Cukup jelas.1p

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat |]]
Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat imi melahu usulan
atasan langsung vang bersangkutan.

Ayat [2}
Yang dimaksud dokumen anpgaran adalah baik yang mencakup dokumen
administrasi kKegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan
persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan’ ketentuan
perundang-undangan,

Avat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasa] 17
Avat 11)

Cukup Jelas.Pp

Ayat [2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Avat [4]
Fungs! otonsasi mengandung arti bahwa anggaran dnerah menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan,

Fungs: perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran dacrah menjadi
pedaman untuk menilai apakah kegiatan penyclenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daecrah harus diarahkan
untuk menciptakan lapangan kena / mengurang: pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan cfisiznsi dan cfektivitas
perekonomian,

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebyakan anggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah dacrah
menjadi alat untuk memelthara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian dacrah.

Avat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
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Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.P.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasa] 24
Cukup jelas.iP

Pasal 25
Cukup Jelas.1P

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Hibah sebagaimana dimaksud adalah penenmaan daerah yang berasal dari

pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga
internamonal, pemerintah, badan/Iembaga dalam negen atau perorangan,
baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dar /atau jasa, termasuk
tenaga ahli dan pelatihan yang dak pertu dibayar kemtal.
Hibah digunakan untuk menganggarkan pembenan uung/barang atau jasa
kepada pemenntah atau pemerintah dacrah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat dan organisas! kemasyarakatan, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

udak secara terus Mencrus.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Avat (1)
Yang dimaksud dengan “urusan wajib” dalam ayat ini adalah urusan yang
sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada
musyarakat yang Wajib diselenggarakan oich pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliput: urusan

pemenntahan yang secara nyata ada dun berpotensi untuk meningkatkan
kescjahteran masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
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keunggulan dacrah vang bersangkutan, antara lain pertambangan, pernkanan,
pertanian, perkebunan, perhutanan, dan paniwisata,

Ayat (2]
Cukup jelas.

Ayat (3]
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.P.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.Pp

Pasal 39
Cukup jelas.1p

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jclas.P.

Pasal 44
Cukup Jelas.



Pasal
Ay
a.

45
at (1}
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA}

sebagaimana dimaksud mencakup pelampauan penerimaan PAD.

pelampauan penenimaan dana perimbangan, pelampatan penenmaan lain-
lain pendapatan dacrah yang sah, pelampauan pencrimaan pembiayaan,
penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan, dun sisa dana kegiatan lanyatan.

Pencawran dana cadangan sebagaimana dimaksuc digunakan untuk

mengangearkan pencairan dana cadangan dan rekening dana cadangan ke

rekening kas umum dacrah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang
diangearkan yaitu sesuai dengan jyumlah yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
Penymunaan atas dana cadangan yang dicairkan dan rekening dana

cadangan ke rekening kas) umum dacrah sebagaimana dimaksaud

diangearkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan
berkenaan, kecuah diatur tersendin dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara Jain

untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah /BUMD dan

penjualan aset mibk pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak
ketiga. atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penenmaan pinjaman dacrah digunakan untuk menganggarkan
pienerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan
obligasi dacrah yang akan direalisasikan pada tahun aneggaran berkenaan.

d.

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang
dibenkan kepada pemerintah pusat dan/atau pemenntah daerah lainnva.
Penenmaan Kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menpanggarkan
posist penerimaan kembahi pinjaman yang diberikan kepada pemerintah
pusat dan/atau pemenntah daerah Jainnya.

Penerimaan piutang digunakan untuk menganpgarkan penenmaan vane
bersumber dari pelunasan piutang fihek kenga, seperti berupa pencenmaah

piutang dacrah dan pendapatan duerah, pemerintah., pemerintah daerah
lain, lembaga keuangan bank, Iembaga keuangan bukan bank dan

penerimaan piutang lainnya.

Ayat 12}
ab. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai

keiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sckaligus,'sepenuhnya
dibcbankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah sebagiamana
dimaksud mencakup penctapan tujuan pembentukan dana cadangan,
program dan kegiatan yang akan dibiavai dari dana cadangan, besaran dan

nncian .tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke

rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran
pelaksanaan dana cadangan, Dana cadangan sebagaimana dimaksud dapat
bersumber dari penyisihan atas penenmaan daerah, kecuali dan dana
alokusi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan jain vang penggunaannya
dibatast untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-
undanvan, Penerimaan hasi bunga/deviden rekening dana cadangan dan

pencmpatan dalam portofolio dicantumkan sebagat penambah dana



cadangan berkenaan dalam daftur dana cadangan pade lampiran rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD. Pembentukan dana cadangan dianggarkan
pada pengeluaran pembiavaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan
pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendck maupun
jangka panjang.
Investast jangka pendek merupakan investasi /ang dapat sepera

diperjualbehikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan
beresiko rendah serta dimiliki sclama kurang dan 12 (duabelas) bulan.

b.

Investasi jangka pendck mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan

sampai dengan 12 [duabelas} bulan yang dapat diperpanjang secara

otomatis, pembelian Surat Utang Nepara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia

{SBI dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN}.
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk
dimilki lebih dart 12 (duabelas) bulan vang terdin dasi investasi permancn
dan non permanen.
investasi jangka panjang antara lain surat berharga vang dibeli pemernntah
daerah dalam rangka mengendalikan suatuo baden usaha, misalnya
pembelian surat berharga untuk menambah kepemiliki.n modal saham pada
auatu badan usaha, surat berharga vang dibeli pememntah daerah untuk
tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar nepgeri, surat berharga yang
Udak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas

yangka pendck.
Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa
ada niat untuk diperualbclikan atau tidak ditarik kembali, sepceftr

kenusama daerah dengan pthak keuga dalam bentuk

penggunausahaan /pemanfaatan aset dacrah, penyertaan modal daerah

pada BUMP dan /atau badan usaha lainnya dan investas: permanen lainnva
yang dimiliki pemerintah dacrah untuk menghasilkan pendapatan atau

meningkatkan pelavanan kepada masyarakat.

n |

Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditank kembali, seperu pembchan
obligasi atau surat utang jangka panjyang yang dimaksudkan untuk dimilikt

sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah
dacrah dalam rangka pelavanan/ pemberdayaan masyarakat seperti
bantuan modal kena, pembentukan dana secara bergulir kepada kciompok
masyarakat, pembcrian fasihtas pendanaan kepadi usaha muikro dan

menengah.,
Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negen.
Investasi pemenntah daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiavaan.
Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penenmaan pembiayaan
pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipiscahkan.
Divestas! pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembalh

dianygarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jeris penyertaan modal

(investasi} pemerintah dacrah.



Penerimaan hasil atas investasi pemerintah dacrah dianggarkan dalam

kelompok pendapatan asli dacrah pada jenis hasi! pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan.
Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum

dianegarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal

(investasi) pemerintah daerah.

Pendapatan bunga atas deposiio dianggarkan dalam kelompok pendapatan
asli daerah pada jenis Jain-lain pendapatan ashi dacrah yang sah.

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran
kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjarnan
jangka pendck, jangka menengah, dan jangka panjang.

d. Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang
diberikan kepada pemenntah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pusal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas,

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup elas.



Pasa] 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat /1]
Cukup jelas.

Avat (2|

Yang dimaksud dengan belanja layanan jasa dan keperluan kantor antara lain

berupa jasa atas pemakaian telepon, air dan lisunk; serta kebutuhan ATK.

Pasal 64
Avat (11
Cukup Jclas.

Ayat (2]
Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang
dibutuhkan secara tenis menerus dan harus dialokasikan oleh pemenntah
dacrah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan sctiap bulan dalam
tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawal, belanja barang
dan jasa.

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk

tenaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan = pelayanan dasar

masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan

kewapban kepada pihak keuga.

Avyat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.P.

Pasal 67
Cukup jelas.
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Pasi 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.1p

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasa] 7]
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.1p

Pasal 76
Cukup jelas.1p

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.1p

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 8}
Cukup jelas,

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.Pp

Pasal 84
Cukup jelas.

th



Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.P.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasa) 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 9]
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.LP

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.p.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasa] 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup elas.

Pusal 101
Cukup jelas.



Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pusal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasa] 108
Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip prinsip akuntansi yang

ditcrapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan heuangan pemerintah

daerah. SAP vang dimaksud adalah berdasarkan SAP berbasis akrual sesuai

dengan Peraturan
Akuntans? Pemenmntahan.

Pasaj 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup felas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.
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Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasa] 122
Cukup jelas.

Pasai 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasa] 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pp

Pasal 129
Cukup elas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup telas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.



Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup Jelas.
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